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PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data
1. Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak
Kelas 1 Blitar
Di dalam melakukan penelitian tentang pembinaan anak binaan, maka
yang pertama dibicarakan adalah mengenai peraturan perundang-undangan
yang melandasi di dalam melakukan pembinaan anak binaan. Dalam hal ini
selain mengacu pada Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 tahun 1995,
Undang-undang Pengadilan Anak, dan Undang-undang tentang kesejahteraan
Anak juga terdapat peraturan-peraturan pemerintah dan surat-surat edaran dari
masing-masing departemen yang terlibat dalam program pembinaan anak
binaan. Akan tetapi surat-surat edaran ini sangat banyak jumlahnya mencapai
ratusan, bahkan ada yang meragukan keabsahannya serta banyak yang sudah
tidak sesuai lagi.
Beberapa peraturan pelaksanaan yang menyangkut pembinaan
narapidana anak diantaranya adalah sebagai berikut:'*
a. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987 tentang Pengurangan masa
menjalani pidana (Remisi).
b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01-HN. 02.

01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun

1987 tentang Remisi.

14 Muladi dan Parda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: 1992), 86
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c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK 04.10
tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang
bebas.

Beberapa surat edaran yang sangat banyak jumlahnya, pada dasarnya
merupakan pengulangan atau penegasan surat-surat edaran sebelumnya.

Saat ini di lembaga pemasyarakatan Anak Blitar di dalam melakukan
pembinaan mengacu kepada pola pembinaan narapidana/tahanan, yang
dikeluarkan oleh departemen Kehakiman tahun 1990. Walau pada
pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan. Secara garis besar pedoman
disusun dengan sistematika sebagai berikut'**: pendahuluan, pengertian, tujuan,
kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, metoda
pembinaan, sarana pembinaan, pengawasan dan penutup.

Di dalam pendahuluan dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan yang
berlaku dewasa ini secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan
apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut dalam sistem
pemasyarakatan adalah menempatkan tahanan anak Binaan, anak negara dan
klien pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga
negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan akan
tetapi pembinaan dan bimbingan yang dilakukan disebabkan perbedaan tujuan
yang ingin dicapai.

Di dalam bab mengenai pengertian dijelaskan mengenai: pengertuan
pemasyarakatan,  pengertian ~ warga  binaan, pengertian  lembaga

pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan anak, pengertian balai

15 Sydarto, Kapita Seleta Hukum Pidana, 66
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bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sekarang BAPAS,
pengertian pola pembinaan, pengertian pembina, pengertian pembimbing dan
pengertian tim pengamat pemasyarakatan
Didalam bab mengenai tujuan dijelaskan bahwa menyadari
pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan anak binaan yang sering pula
disebut “theurapeutic process”, maka jelas bahwa membina anak binaan sama
artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya
karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Untuk mengatasi
kelemahan-kelemahan tersebut maka dapat ditempuh dengan beberapa
pendekatan, antara lain dengan membuat “Kode Perilaku” dalam lembaga.
Secara umum pembinaan anak binaan bertujuan agar dapat menjadi
manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan
nasional melalui jalur pendekatan:**®
a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka
b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan
kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih
luas (masyarakat) setelah menjalani Binaannya.
Sedangkan secara khusus pembinaan anak binaan bertujuan agar
selama masa pembinaan dan sesudah menjalankan masa pidananya:'*’
a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta

bersikap optimis akan masa depannya

1 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), 24
17 Sydarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 48
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b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal
mampu hidup sendiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan
nasional.

c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan
perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa
kesetiakawanan sosial

d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdiaan terhadap bangsa dan
negara

Di dalam bab mengenai kebijaksanaan dijelaskan bahwa
pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk
membina anak binaan dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna
meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat kelak,
tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk
untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban, maka permasyarakatan merupakan
juga sarana pendidikan dan pembangunan, dengan demikian lembaga
pemasyarakatan juga merupakan lembaga pendidikan dan lembaga
pembangunan. Dengan ciri-ciri tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan
saja sudah harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan tapi juga harus
sudah merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga
produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada
tempatnya kalau semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkap perubahan
orientasi tersebut dan menjabarkannya dalam kegiatan pembinaan.

Didalam bab mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan

dijelaskan bahwa di dalam melaksanakan pembinaan di lembaga
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pemasyarakatan, rutan terdapat faktor-faktor yangn perlu mendapat perhatian

karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor

penghambat, sehingga harus dicari solusinya agar pembinaan dapat berjalan
dengan baik.

Di dalam bab mengenai metoda pembinaan dijelaskan bahwa metoda
pembinaan meliputi:**®

a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara
yang pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyaraatan)

b. Pembinaan bersifat persuasif-edukatif yaitu berusaha merubah tingkah
lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama
mereka sehingga mengunggah hatinya untuk melakukakan hal-hal yang
terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang
memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya
yang sama dengan manusia lainnya

c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis

d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan
dengan tingkat keadaan yang dihadapi

e. Pendekatan individual dan kelompok

f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung
jawab dalam melaksanakan tugas serta menanam kesetiaan, ketaatan dan
keteladanan di dalam pengabdiannya terhadap negara, hukum dan
masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki

kode perilaku yang dirumuskan dalam “Etos Kerja”

18 1hid, 67
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Didalam bab mengenai pelaksanaan pembinaan dikatakan bahwa
pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-
asas yang terkandung dalam pancasila, Undang-undang dasar 1945 dan
Standart Minimum Rules (SMR) vyang tercermin dalam 10 prinsip
pemasyarakatan. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dan bimbingan yang
dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan
masyarakat agar tujuan pembinaan tercapai. Ruang lingkup pembinaan dapat
dibagi dalam dua bidang yaitu*°:

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi

1) Pembinaan kesadaran beragama
Usaha ini dilakukan agar dapat diteguhkan keimanannya terutama
memberi pengertian agar warga binaan pemasyaraatan dapat menyadari
akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-
perbuatan yang salah

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
Usaha ini dilakukan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar
dapat menjadi warga negara yang baik dapat berbakti bagi bangsa dan
negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara
dalah sebagian dari iman (takwa)

3) Pembinaan kemampuan intelektual
Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga
binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang

kegiatan-kegiatan positif yang diperlikan selama pembinaan. Pembinaan

19 1hid, 86
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intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan melalui pendidikan formal
maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh
pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.
Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai kebutuhan dan
kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.
Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah
ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang
seluas-luasnya untuk memperoleh kesempatan dari luar, misalnya koran,
majalah, menonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya. Untuk
mengejar pendidikan formal maupun non formal agar diupayakan cara
belajar melalui program kejar paket A dan kejar usaha.
4) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan masyarakat
dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan
untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka
menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan
hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat
manusia, ketertiban, ketentraman, kepaastian hukum dan terbentuknya
perilaku setiap warga Indonesia yang taat kepada hukum.

Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut membentuk keluarga
sadar hukum (kadarkum) yang dibina selama dalam lingkungan
pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung dengan sasaran
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yang bertatap muka secara langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi,

saresehan, temu wicara, peragaan dan simulasi hukum. Metode

pendekatan yang diutamakan adalah persuasif, edukatif dan akomodatif

(PEKA).

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan dibidang ini dapat juga dikatakan pembinaan kehidupan

sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas anak binaan

mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk
mencapai ini kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan
dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha
sosial secara gotong-royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke
masyarakat telah memiliki sifat-sifat positip untuk dapat berpartisipasi
dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

6) Pembinaan kemandirian
Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:*?

a) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya
kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat
elektronika lainnya

b) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya
pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam
menjadi bahan setengah jadi, misalnya mengolah rotan menjadi
perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut

pengawetan dan pembuatan batu bara, genteng dan batako.

120 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, 44
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c) Ketrampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing dalam
hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan
pengembangan bakatnya. Misalnya memiliki kemampuan di bidang
seni, mereka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-
perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya
sekaligus mendapatkan nafkah.

d) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan
pertanian, perkebunan dengan menggunakan teknologi madya atau
teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu
kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak astiri dan usaha tambak
udang.

Berbicara mengenai sarana peraturan perundang-undangan khususnya
yang menyangkut pembinaan anak binaan, maka belum dapat terlihat secara
maksimal perbedaan secara konseptual antara pembinaan anak binaan dengan
narapidna dewasa. Sebagai landasan hukum peraturan yang terbaru tentang
Hukum Pidanadnak adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, sedangkan
mengenai pelaksanaan pemasyarakatan anak, dipakai sebagai landasan
hukumnya adalah undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang
pemasyarakatan. Dan sampai sekarang peraturan pelaksana dari kedua undang-
undang tersebut belum ada. Dengan demikian di dalam pelaksanaannya masih
dipakai surat-surat keputusan, dan surat-surat edaran yang sangat banyak
jumlahnya.

Didalam undang-undang pengadilan Anak, hanya ada lima pasal yang

mengatur tentang lembaga pemasyarakatan anak, yaitu pasal 60, 61, 62, 63 dan
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64 dan selanjutnya di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa
pelaksanaan ketentuan pasal-pasal tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah. Sebagian besar substansi dari Undang-Undang Pengadilan Anak
ini mengatur tentang hukum Acara Binaan untuk anak dan juga Hukum
PidanaMateril untuk Anak.

Berdasarkan surat edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 februari 1985
tentang pemasyarakatan sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa
pembinaan anak binaan dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu:**

1) Tahap pertama; terhadap setiap anak Binaan yang masuk dalam lembaga
pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal
tentang dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan
segala keterangan mengenai dirinya yang dpat diperoleh dari keluarga,
bekas majikan atau atasannya, si korban dari perbuatannya, serta petugas
instansi lain yang telah menangani perkaranya.

2) Tahap kedua; Jika proses pembinaan anak binaan yang bersangkutan
telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya
dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup
kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan
patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada
anak binaan yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak
dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan pada medium security.

3) Tahap ketiga; Jika proses pembinaan anak binaan telah dijalani %2 dari

masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina

121 1hid, 56
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Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara
fisik maupun mental dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses
pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi
dengan pihak luar.

4) Tahap keempat; jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari masa
pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada
anak binaan yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat yang
diusulkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Saroso,'? bahwa seluruh
proses pembinaan anak binaan selama proses pemasyarakatan merupakan
satu kesatuan yang integral menuju ketujuan mengembalikan anak binaan ke
masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian,
ketrampilan sedapat mungkin juga finansil dan materiil) yang dibutuhkan
untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Dengan demikian proses pemasyarakatan menyangkut tata perlakuan
terhadap anak binaan dan anak didik, yang diberi pembinaan di “dalam
tembok™” (intramural) dan di luar tembok (ekstramural) baik proses
pemasyarakatan di dalam lembaga maupun di luar lembaga mempunyai
tujuan yang sama, yaitu reintegrasi sehat para anak Binaan dan anak didik
dengan masyarakat.?

Apabila kita hubungkan antara sistem pemasyarakatan dengan teori-

teori tentang tujuan Binaan, maka sistem ini secaera konseptual termasuk

122 3aroso, Sistem Pemasyarakatan, Ceramah pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan,
(Bandung: Bina Cipta 1975), 67
12 BPHN, Dari sanggar ke sanggar, 1979 14-15
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teori yang memandang bahwa Binaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan
yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan dalam teori pembalasan.
Oleh karena itu peranan hakim disini menjadi penting. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh sudarto,** bahwa hakim dalam menjatuhan (pen)
penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna
pemidanaan itu, harus menyadari apa yang hendak dipakai dengan yang ia
kenakan kepada sesama manusia yang telah melanggar ketentuan Undang-
undang. Dalam menetapkan hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar
kemanfaatan sosial. Oleh karena itu keputusan hakim tidak boleh lepas dari
politik kriminil, karena pengadilanpun merupakan aparat politik kriminil.
Maka dalam hal ini hakim harus menentukan posisinya.

Sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk
mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap
anak binaan dan mengembalikan kesatuan hidup dari anak binaan. Jadi lebih
dititikberatkan kepada prevensi spesial. Oleh karena itu telah merupakan
kenyataan bahwa gagasan pemasyarakatan telah menjadi dasar pembinaan
para anak binaan yang dijatuhi pencabutan kemerdekaan, maka mau tidak
mau hakim harus memperhitungkan hal tersebut dalam penghukuman.

b. Perlindungan Anak dan Hukum Pinaan
Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak/remaja
adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian
dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak/remaja akan membawa

akibat yang sangat merugikan diri kita sendiri di kemudian hari. Dalam arti

124 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana,100
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luas pada hakekatnya ini juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
undang dasar 1945.'%

Didalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak, pada pasal 2 ayat 3 dan 4 dinyatakan: “Anak berhak
atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun
sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap
lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat
pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas
menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka
mengusahaan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi
dimana setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun
perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan
dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.'?®
Perlindungan terhadap anak secara umum telah banyak mendapat perhatian
baik dalam skala nasional maupun internasional.

Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan nasional yang
mengatur masalah anak, seperti yang terdapat dalam Undang-undang
Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang
Pengadilan Anak dan Peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-

Undang Dasar 1945 Jelas menyatakan bahwa negara memberikan

125 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, 43.
1% |bid ,18.



86

perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan

tersebut diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang

kesejahteraan anak yang menyatakan: Kesejahteraan adalah suatu tata
kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan
perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Undang-Undang ini dirumuskan hak-hak anak sebagai
berikut:

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan
khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4) Anak berhak atas perlindungan dalam segala permasalahan, maka yang
harus dilihat adalah kepentingan anak dalam rangka memberikan
kesejahteraan anak.

Dengan demikian dalam segala permasalahan, maka yang harus
dilihat adalah kepentingan anak dalam rangka memberikan kesejahteraan
anak. Demikian juga kepentingan anak dalam bidang hukum, khususnya
dalam bidang hukum Binaan.

Membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses
peradilan dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran

dari peradilan anak (juvenile justice) itu sendiri. Bertolak dari tujuan dan
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dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakekat
serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada
anak.'?’

Tujuan dan dasar peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari
tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak pada dasarnya
merupakan bagian integral dari usaha kesejahteran sosial. Dengan kalimat
terakhir ini tidak harus diartikan, bahwa kesejahteraan atau kepentingan
anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat
bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan anak pada
hakekatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

2. Potret Kesadaran Keagamaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak
Kelas 1 Blitar
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar dulu
merupakan pabrik minyak “INSULIDE” milik pemerintahan kolonial Belanda.
Kemudian digunakan menampung dan mendidik anak-anak yang melanggar
hukum. Dikenal sebagai Rumah Pendidikan Negara(RPN), penghuninya
disebut Anak Raja. Pada Tahun 1948 RPN dibumi hanguskan Belanda (Agresi
Militer Belanda Il) dan pada Tahun 1958 dibangun kembali oleh Pemerintah
Indonesia. Pada tanggal 12 Januari 1962 RPN diresmikan Menteri Kehakiman
RI Prof.Dr.Sahardjo, SH. Pada tanggal 27 April 1964 lahirnya Sistem
Pemasyarakatan. Pada tanggal 26 Pebruari 1985 berubah nama menjadi

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar hingga kini.

27 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, 111
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Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Binaan
Pemasyarakatan di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar mempunyai visi
dan misi. Visi LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar adalah “Memulihkan
kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan
Pemasyarakatan sebagai Individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan
Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri) dan mengembangkan Lapas

Anak yang ramah anak, bebas dari Pemerasan, Kekerasan dan Penindasan”.

Adapun misi LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar sebagai berikut:'?®

a. Melaksanakan pelayanan dan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan

Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
b. Menempatkan anak sebagai subyek dalam menangani permasalahan tentang

anak.
c. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan

hukum.
d. Melaksanakan wajib belajar 9 tahun.

Saat ini LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar berada di bawah kantor

Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur.
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar beralamat di jalan Bali
Nomor 76 Kelurahan Karangtengah kecamatan Sananwetan Kota Blitar Kode
Pos (66137). Kapasitas hunian di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar 400
(empat ratus) orang terdiri dari 5 Blok/Wisma (Wisma Anggrek, Wisma
Bougenvile, Wisma Cempaka, Wisma Dahlia dan Wisma Melati untuk wanita).

Jumlah kamar 31 (tiga puluh satu) kamar besar. Lembaga pemasyarakatan

128

Hal ini termaktub dalam selayang pandang LAPAS Khusus anak Blitar
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Khusus Anak Kelas 1 Blitar pada bulan Januari 2017 sebanyak 145 (seratus
empat puluh lima) anak. Anak Binaan Pemasyarakatan penghuni LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar berusia 8 (delapan) tahun sampai dengan 18
(delapan belas) tahun.

Tabel 1
Rekapitulasi Kejahatan dan Pelanggaran Pasal Di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Blitar sampai dengan Januari 2017

No. | Jenis Kejahatan Pelanggaran Pasal Jgglr?;
|| mam | oo
2 | Pembunuhan 338-350 3 orang
3 | Penganiayaan 351-356 6 orang
4 | Pencurian 362-364 19 orang
5 | Perampokan 365 8 orang
6 | Pemerasan 368-369 1 orang
7 | Kesehatan UU.36/09 5 orang
8 | Psikotropika UU.35/09 4 orang
9 | Laka Lantas Uu.22/09 1 orang
10 | Perlindungan Anak Uu.23/04 7 orang
11 | Lain-lain Uu.35/14 85 orang
Jumlah 145 orang

Sumber: Sub bagian Registrasi Anak Binaan LAPAS Khusus Anak Kelas
1 Blitar

Berdasarkan tabel diatas, jumlah terbesar kejahatan yang dilakukan
oleh Anak Binaan di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar adalah lain-
lain. Kejahatan terbesar selanjutnya adalah pencurian. Adapun latar belakang
dari tindakan pencurian tersebut disebabkan banyak hal, faktor terbesar adalah

dua hal yaitu disfungsi keluarga dan keadaan ekonomi keluarga lemah.



90

Tabel 2
Data Anak Binaan Berdasarkan Klasifikasi Usia di LAPAS Khusus
Anak Kelas 1 Blitar

No. Kelompok Umur Jumlah
1 12 -15 tahun 2 orang
2 15 -18 tahun 134 orang
3 18 Tahun ke atas 9 orang
Jumlah 145 orang

Sumber: Sub bagian Registrasi Anak Binaan LAPAS Khusus Anak Kelas 1
Blitar

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi usia Anak Binaan di dalam
LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar, maka yang berusia 12-15 tahun
berjumlah 2 orang, yang berusia antara 15-18 tahun berjumlah 134 orang dan
yang berusia diatas 18 tahun berjumlah 9 orang.

Kelompok usia ini penting diketahui untuk menentukan program
pembinaan yang harus dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan. Bila kita
lihat pasal 20 Undang-Undang Pemasyarakatan, disana dikatakan bahwa dalam
rangka pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan, dilakukan
penggolongan berdasarkan: Usia, Jenis Kelamin, Lama pidana yang
dijatuhkan, Jenis kejahatan dan Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau
perkembangan pembinaan.

Selanjutnya mengenai penggolongan ini diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri. Di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak
memberikan uraian yang jelas mengenai konsep dasar penggolongan tersebut.
Dan keputusan Menteri dimaksud juga belum ada. Dan ada pelaksanaannya di
lembaga pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar secara konseptual

maupun dalam prakteknya di dalam program pembinaan tidak dilakukan
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berdasarkan penggolongan tersebut. Penggolongan hanya didasarkan peda jenis
kelamin.

Ada beberapa Anak Binaan yang telah berusia 18 tahun masih berada
di lembaga tersebut. Hal ini dikuatirkan berakibat buruk pada Anak Binaan
yang berusia lebih muda sedangkan menurut Undang-Undang Pengadilan Anak
pada pasal 60 dikatakan bahwa Anak Binaan pemasyarakatan ditempatkan di
Lembaga Pemasyarakatan anak harus terpisah dari orang dewasa. Dan pada
pasal 61 dikatakan bahwa Anak Binaan yang belum selesai menjalani
Binaannya dan telah mencapai usia 18 tahun harus segera dipindahkan.
Apabila belum berumur 21 tahun maka ditempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan Dewasa Muda.

Tabel 3

Data Anak Binaan Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Sekolah di dalam
LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar

No. Pendidikan Jumlah

1 |SD 5 orang

2 | SMP 47 orang

3 | SMA/SMK 84 orang

4 | Tidak Sekolah 9 orang
Jumlah 145 orang

Sumber: Sub bagian Registrasi Anak Binaan LAPAS Khusus Anak Kelas 1
Blitar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir semua Anak Binaan yang
ada di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar masih berstatus sebagai pelajar dan
hanya 9 (sembilan) orang anak tidak bersekolah. Agar pendidikan anak selama
didalam LAPAS Anak tidak terhambat, di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1
Blitar terdapat sekolah SD, SLTP, dan kejar paket C untuk anak siswa SLTA.

Hal ini dilakukan karena LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar memahami
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bahwa pendidikan formal sangat penting untuk diterapkan terhadap anak-anak,
sehingga pendidikan mendapatkan perhatian yang paling utama dalam
pelaksanaan pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan di LAPAS Khusus Anak
Kelas 1 Blitar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di dalam LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar disediakan ruangan sekolah dan guru-guru yang
berasal dari pegawai LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar maupun tenaga dari
luar. Sementara 9 (sembilan) anak yang tidak sekolah sebagaimana tabel diatas
adalah anak yang memang sebelumnya tidak bersekolah, bagi mereka yang
ingin bersekolah akan dimasukka ke dalam program kejar paket dan yang tidak
ingin bersekolah akan diberi bekal ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat.
a. Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus

Anak Kelas 1 Blitar

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan Anak Binaan di

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar menurut Kepala

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar yaitu Kristiyanto

Wiwoho, Bc .IP.SH Berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai

berikut:*?°

1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3) Peraturan Pemerintah R1 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

129 Kristiyanto Wiwoho, Bc .IP.SH. (KALAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar), Wawancara: 27
Januari 2017)
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5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak

anak dan perlindungan terhadap anak

Pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar dilaksanakan berdasarkan asas:
Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan,
Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan
kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan Terjaminnya hak
untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu
Pelaksanaan pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan

Khusus Anak Kelas 1 Blitar dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan ini
dibagi ke dalam tahapan sebagai berikut;**°
1) Tahap Awal, tahapan ini disebut sebagai Admisi Organisasi (AO) yang

dilakukan pada saat anak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Khusus Anak Kelas 1 Blitar sampai anak menjalani 1/3 masa Binaan.

Tahap Awal diperlukan untuk tujuan sebagai berikut:

a) Masa Pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan

b) Assesment, yang meliputi: Resiko, Psikosial, Ekonomi dan Litmas

c¢) Konseling individu dan kelompok

d) Pengenalan hak dan kewajiban Anak Binaan

e) Perencanaan program pembinaan melalui sidang TPP

f) Pemantauan oleh BAPAS dan masyarakat

g) Litmas Bapas untuk program pembinaan tahap awal

130 yamini, SH. (Kepala Seksi Pembinaan Anak Binaan di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar),
Wawancara: 27 Januari 2017
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Pada tahap awal ini pembinaan yang dilakukan terhadap Anak
Binaan Pemasyarakatan adalah: Penetapan program pembinaan untuk Anak
Binaan Pemasyarakatan melalui sidang TPP, Pemantauan oleh BAPAS dan
Evaluasi
1) Tahap lanjutan, tahap ini dilaksanakan mulai anak menjalani 1/3 masa

pidana sampai anak menjalani 2/3 masa Binaan, tahap lanjutan ini dibagi

menjadi dua, yaitu:

a) Tahap 1/3 — % masa Binaan, pembinaan yang dilaukan terhadap Anak
Binaan Pemasyarakatan Adalah: Assesment, Melanjutkan dan
meningkatkan program pembinaan tahap awal, Mengundang
partisipasi masyarakat dan keluarga untuk kegiatan bersama di dalam
LAPAS, Konseling, Pemantauan oleh BAPAS dan Evaluasi

b) Tahap ¥ - 2/3 masa pidana yaitu masa Asimilasi, pembinaan yang
dilakukan terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan adalah: Assesment,
Sekolah luar LAPAS, Cuti mengunjungi keluarga, Olah raga,
Menjalankan Ibadah, Konseling, Pemantauan oleh BAPAS dan
Evaluasi

c) Tahap Akhir, tahapan ini dilaksanakan mulai dari anak menjalani 2/3
masa pidana sampai anak bebas dari LAPAS, pembinaan pada tahap
akhir ini meliputi: Assesment, Pelaksanaan program reintegrasi Anak
Binaan Pemasyarakatan, antara lain: Pembebasan bersyarat, Cuti
menjelang bebasdan Cuti bersyarat

Tahapan pembinaan anak Binaan yang dilakukan oleh lembaga

pemasyarakatan khusus anak kelas 1 Blitar sebagaimana disebutkan di atas,
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telah sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah RI Nomor 31 Tahun
1999 Pasal 17 yang menyebutkan bahwa pembinaan anak binaan
dilaksanakan melalui tiga tahap pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan
dan tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain
ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
Berdasaran data dari pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan,
Pembimbing kemasyarakatan dan Wali Anak Binaan. Bahwa dengan
melalui tiga tahapan pembinaan ini, diharapan tujuan dari pembinaan
terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial yang meliputi
hidup, kehidupan dan penghidupan dapat tercapai.

Menurut Andik Ariawan, Amd.IP.,.SH.**" Pelaksanaan pembinaan
terhadap Anak Binaan pemasyarakatan baik terhadap anak binaan maupun
terhadap Anak Negara tidak dilakukan pembedaan, hal ini dikarenakan latar
belakang dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh Anak Binaan
pemasyarakatan tidak ada perbedaan. Pembinaan yang dilakukan terhadap
Anak Binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak
kelas 1 Blitar yang diutamakan adalah masalah pendidikan dan ketrampilan,
hal ini menjadi perhatian pihak Lembaga Pemasyarakatan karena penting
untuk bekal anak-anak ketika mereka kembali lagi dimasyarakat. Adapun
program dan jenis kegiatan yang diterapkan tehadap Anak Binaan dan Anak
pidana Pemasyarakatan lainnya adalah sebagai beriut:

1) Pendidikan

131 Andik Ariawan, Amd.IP.,SH. (Kepala Bidang Pembinaan LAPAS Khusus Anak Kelas 1
Blitar), Wawancara: 27 Januari 2017
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Pendidikan bagi Anak Binaan dan Anak Pidana Pemasyarakatan lainnya

sangat diutamakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

kelas 1 Blitar, oleh karena itu menunjang kegiatan belajar mengajar di

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 1 Blitar dilengkapi dengan

ruang kelas dan sarana prasarana pendukung lainnya seperti

perpustakaan, ruang komputer dan lain-lain. Jenjang pendidikan yang
terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 1 Blitar
adalah:'*

a) Sekolah Dasar (SD) di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar
juga memiliki Kepala Sekolah serta guru kelas. Kelas yang terdapat di
Sekolah Dasar di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar adalah
kelas 4, 5 dan 6

b) Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP), memiliki Kepala
Sekolah dan guru mata pelajaran yang berasal dari pegawai LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar dan tenaga honorer.

c) Kejar Paket C, Pendidikan non formal ini diberikan Kepada Anak
Binaan Pemasyaraatan tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas. Kejar
paket C ini bekerjasama dengan PKMB (Pusat Kegiatan Belajar
Mengajar). Kejar Paket C ini juga memiliki Kepala Sekolah dan Guru
Mata pelajaran yang berasal dari pegawai LAPAS Khusus Anak Kelas
1 Blitar dan tenaga honorer.

2) Ketrampilan/pelatihan kerja

132 Sugeng Budianto (Kasubsi Pendidikan dan Latihan Ketrampilan), Wawancara 27 Januari 2017
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Selain pendidikan, proses pelaksanaan pembinaan yang juga mendapat
perhatian lebih adalah ketrampilan/pelatihan kerja. Di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 1 Blitar, anak-anak dibekali dengan
ketrampilan yang sangat berguna ketika mereka mendapatkan kebebasan.
Ketrampilan yang diberikan kepada anak Binaan dari Anak Pidana
pemasyarakatan lainnya wajib diikuti oleh mereka, tetapi dalam
pelasanaannya tidak semua harus diikuti melainkan mereka diberi hak
untuk memilih ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat. Kegiatan
ketrampilan/pelatihan kerja yang tersedia di dalam LAPAS Khusus Anak
Kelas 1 Blitar adalah:

a) Komputer, suatu ketrampilan yang sangat penting untuk dapat
dikuasai oleh Anak Binaan dan Anak Pidana Pemasyarakatan Lainnya
sebagai bekal mereka untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang baik
setelah bebas dari LAPAS.

b) Menjahit, dengan ketrampilan ini diharapkan Anak Binaan maupun
Anak Pidana Pemasyarakatan lainnya dapat mempunyai ketrampilan
sehingga setelah bebas nanti mereka dapat mandiri dan dapat
membuka usaha sendiri dengan ketrampilan menjahit.

c) Perbengkelan seperti pengelasan dan montir, diberikan kepada Anak
Binaan maupun Anak Pidana Pemasyarakatan yang tertarik dengan
bidang perbengkelan sebagai bekal mereka setelah bebas nanti.

d) Pertanian dan perikanan, ketrampilan pertanian yang tersedia di

dalam LAPAS Khusus Anak elas 1 Blitar adalah tentang bagaimana
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bercocok tanam yang baik, ketrampilan perikanan adalah budidaya
ikan lele.

e) Pelatihan service handphone, dengan pelatihan ini diharapkan Anak
Binaan Pemasyarakatan dapat mandiri dengan menciptakan lapangan
kerja sendiri setelah bebas nanti.

3) Kerohanian

Kegiatan kerohanian sangat penting diterapkan pada diri Anak Binaan

Pemasyarakatan, oleh karena itu kegiatan ini juga dilaksanakan di dalam

LAPAS Khusus Anak kelas 1 Blitar dengan tujuan agar anak memiliki

keimanan yang kuat yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku.

Jenis kegiatan kerohanian yang terdapat dalam LAPAS Khusus Anak

Kelas 1 Blitar adalah:**® Jama’ah Sholat 5 waktu, Mengaji Al-Qur’an,

Mengaji Diniyah (dengan sistem yang telah disesuaiakan), Rebana,

Kultum setelah jama’ah sholat dzuhur dan Majlis Ta’lim dan Pengajian

yang disesuaiakan dengan PHBI

4) Olahraga

Anak remaja tidak bisa lepas dengan olahraga, selain untuk membuang

rasa bosan juga untuk membuat bugar penghuni LAPAS Khusus Anak

Kelas 1 Blitar. Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia di LAPAS

Khusus Anak Kelas 1 Blitar antara lain: Badminton, Bola volley, Catur,

Tenis Meja, Sepak Bola, Senam, Sepak takrow dan Futsal

5) Kesenian

133 Yamini, SH (Kepala Seksi Pembinaan Anak Binaan di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar),

Wawancara 27 Januari 2017
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Dibidang kesenian anak-anak diberikan kesempatan untuk melatihnya di
dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar, kegiatan kesenian yang
terdapat di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar adalah: Drama, Puisi dan
Hadroh (sekarang kurang optimal).

Selain kegiatan pembinaan sebagaimana disebutkan di atas, di
dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar juga terdapat kegiatan rekreasi
dan kegiatan sosial. Kegiatan rekreasi dapat berupa perpustakaan, olahraga
dan kesenian di luar LAPAS, sedangkan kegiatan sosial berupa kunjungan
keluarga, kunjungan sosial dari pihak luar, kerja bakti dan pameran.
Kegiatan ini dimaksudkan agar Anak Binaan tidak langsung terputus
kebutuhan sosialnya, selain itu kegiatan ini dimaksudkan untuk
mempersiapkan Anak Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat
setelah bebas nanti.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Binaan di LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar, Anak Binaan diberi hak melakukan ibadah
sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing.

Tabel 4

Data Anak Binaan Berdasarkan Klasifikasi agama di dalam LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar

No Agama Jumlah
1 | Islam 145
2 | Katolik -
3 | Protestan -
4 | Hindu -
5 | Budha -
Jumlah 145
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Sumber: Sub bagian Registrasi Anak Binaan LAPAS Khusus Anak Kelas
1 Blitar

Berdasarkan data tabel di atas, semua Anak Binaan di LAPAS Khusus
Anak Kelas 1 Blitar adalah beragama Islam, untuk memberikan hak kepada
anak dalam menjalankan ibadahnya di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1
Blitar terdapat masjid yang digunakan untuk menjalankan ibadah wajib atau
kegiatan keagamaan lainnya. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani
maupun jasmani.

Selama anak-anak menjalani masa pidananya di dalam LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar, mereka tetap mendapatkan perawatan rohani,
misalnya di dalam LAPAS diadakan diniyah, mengaji Al-Qur’an dan
majelis ta’lim untuk siraman rohani, kegiatan ceramah agama rutin harian di
laksanakan setelah shalat dzuhur, dalam hal ini pihak LAPAS bekerjasama

dengan dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Blitar dan Ormas

Muhammadiyah (Aisiyah).
Tabel 5
Data Hak Melaksanakan Ibadah di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas
1 Blitar
No | Pelaksanaan Ibadah Jumlah
1 | Kurang 17
2 | Cukup 45
3 | Baik 83
Jumlah 145

Sumber: Sub bagian Registrasi Anak Binaan LAPAS Khusus Anak Kelas 1
Blitar

Mengenai pelaksanaan ibadah di dalam LAPAS pada dasarnya
sebagian besar merasa bahwa pembinaan keagamaan di dalam lembaga

cukup memadai. Pembinaan keagamaan ini penting, karena diharapkan
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dengan pembinaan mental ini Anak Binaan dapat diteguhkan imannya serta
diberi pengertian agar dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-
perbuatannya. Pendekatan humanistik melalui pembinaan keagamaan harus
dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan
dan nilai-nilai pergaulan hidup dalam masyarakat.

Mengenai pelaksanaan ibadah di luar lembaga pada dasarnya
sebagian besar anak binaan merasa kurang mendapatkan hak melaksanakan
ibadah secara bersama-sama dengan masyarakat. Padahal ini sangat penting
dalam ranga asimilasi dan integrasi dengan masyarakat. Pelaksanaan ibadah
di luar lembaga pemasyarakatan penting dilakukan agar anak binaan merasa
diterima sebagai bagian dari masyarakat. Ada baiknya anak binaan diikut
sertakan, misalnya dalam pesantren kilat bergabung dengan anak-anak pada
umumnya, tentunya dengan pengawasan oleh petugas. Dengan demikian
diperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu selain menambah ketebalan iman,
juga anak binaan dilatih untuk beradaptasi dengan anak-anak pada
umumnya.

1) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
Walaupun anak-anak harus menghabiskan waktunya di dalam
LAPAS, mereka tetap dapat meneruskan pendidikannya dengan
mengikuti pendidikan formal atau kejar paket yang tersedia di dalam
LAPAS
2) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
Di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar disediakan

poliklinik untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi anak-anak
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yang sedang sakit dan selama di dalam LAPAS anak-anak diberikan
makanan yang sehat dan bergizi sebanyak tiga kali yaitu pagi, siang dan
malam.
3) Menyampaikan keluhan

Setiap Anak Binaan pemasyarakatan diberikan kesempatan untuk
menyampaikan keluhannya terhadap petugas LAPAS atau ketua
mahasiswa psikolog yang sedang melakukan penelitian, baik itu masalah
pribadi maupun masalah yang dihadapi selama berada di dalam LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Pasal 26 Peraturan Pemerintah R1 Nomor
32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa setiap Anak Binaan dan
Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada
Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap
dirinya, keluhan ini disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar
dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Anak Binaan dan
Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Anak Binaan dan
Anak Didik Pemasyarakatan lainnya.

4) Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang

tidak dilarang

Di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar disediakan
perpustakaan yang disediakan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan,
perpustakaan tersebut berisi buku-buku tentang pelajaran dan ilmu
pengetahuan, selain itu di dalam LAPAS juga tersedia siaran media

massa seperti koran, majalah dan televisi.
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5) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan bukan
merupakan hak yang harus diberikan kepada Anak Binaan, karena Anak
Binaan tidak boleh dipekerjakan ataupun bentuknya sehingga mereka
tidak boleh menerima upah atau premi. Pasal 22 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa Anak
Binaan memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
kecuali huruf g yaitu mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang
dilakukan. Selain ketentuan tersebut dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan
bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak
lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak
mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik
ekonomi maupun seksual, penelantaran dan lain-lain.
6) Menerima kunjungan keluarga, Penasehat Hukum, atau orang tertentu
lainnya
Bahwa agar kebutuhan sosial anak dapat terpenuhi, Anak Binaan
selama menjalankan masa pdananya di dalam LAPAS diberikan hak
untuk menerima kunjungan dari keluarga, Penasehat Hukum atau orang
tertentu lainnya. Dengan demikian meski mereka di dalam LAPAS bukan
berarti hubungan sosialnya terputus sama sekali, tetapi mereka masih
tetap bisa berhubungan dengan orang lain terutama dengan keluarganya.

7) Mendapatkan pengurangan masa pidananya
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Mendapatka remisi atau pengurangan masa pidana adalah hak
semua Anak Binaan Pemasyarakatan, remisi ini diberikan kepada Anak
Binaan Pemasyarakatan yang berkelakuan baik selama menjalani
pidananya dan telah menjalankan %2 (setengah) masa pidananyanya.
Remisi diberikan pada saat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau
pada saat hari raya keagamaan. Namun ternyata remisi ini tidak diberikan
kepada setiap Anak Binaan Pemasyarakatan, hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh mantan Anak Binaan Anak Binaan LAPAS Khusus
Anak Kelas 1 Blitar yang mengatakan bahwa ia selama menjalani masa
pidananya di dalam LAPAS tidak pernah mendapatkan remisi, karena
tidak ada keluarga yang mengurus remisi tersebut. Seharusnya remisi
diberikan kepada seluruh Anak Binaan Pemasyarakatan yang telah
memenuhi syarat, walaupun tidak ada keluarga yang mengurus untuk
mendapatkan remisi tersebut pihak LAPAS harus aktif mengurus hak
mendapatkan remisi tersebut untuk Anak Binaan Pemasyarakatan tanpa
terkecuali.

8) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga

Hak ini diberikan kepada seluruh Anak Binaan Pemasyarakatan

yang telah memenuhi syarat. Pasal 34 peraturan Pemerintah R Nomor 32

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasyarakatan, menyebutksn bahwa setiap Anak Binaan dan

Anak Didik yang berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi

ini dapat didapatkan oleh Anak Binaan dengan ketentuan:
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a) Telah menjalani pembinaan ¥ (satu per dua) masa pidana
b) Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan
c) Berkelakuan baik
9) Mendapatan pembebasan bersyarat

Hak ini juga diberikan kepada seluruh Anak Binaan
Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan. Pembebasan
bersyarat diberikan kepada Anak Binaan setelah menjalani pidana
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut kurang dari 9
(sembilan) bulan.

10) Mendapatkan cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas diberikan kepada Anak Binaan yang telah
menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9
(sembilan) bulan berkelakuan baik dan lama cuti sama dengan remisi
terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 49
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 32 Tahun 1999)

11) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku
Hak-hak lain yang diberikan kepada Anak Binaan tersebut, telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dan
hak-hak ini diberikan semua kepada Anak Binaan di dalam LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar bagi yang telah memenuhi ketentuan yang
berlaku. Diberikan hak-hak ini kepada Anak Binaan, diharapkan dapat

memberikan rasa nyaman kepada anak selama menjalankan masa
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pidananya di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Namun dari
keseluruhan hak-hak tersebut ternyata belum bisa memenuhi rasa
keadilan bagi seluruh Anak Binaan, karena tidak semua Anak Binaan
bisa mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana yang disebabkan
karena keluarganya tidak ada yang mengurusnya.

Tidak hanya hak-hak yang diberikan kepada Anak Binaan, di dalam
LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar juga wajib mematuhi segala larangan
yang berlaku di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar, adapun larangan-
larangan yang berlaku bagi Anak Binaan Pemasyarakatan di dalam LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar adalah:***

1) Membawa, menyimpan, membuat dan memiliki barang-barang yang
berbahaya (senjata api dan senjata tajam)

2) Membawa dan menyimpan uangnya sendiri, setiap kiriman uang, upah
maupun premi yang diterima harus dititipkan ke bagian registrasi dan
dicatatat ke dalam buku/barang warga binaan

3) Mengirim maupun menerima surat tanpa ditilik oleh petugas

4) Berhubungan keuangan dengan petugas selain yang telah ditetapkan
sesuai dengan tugas pokoknya

5) Membawa dan menggunakan barang-barang elektronik yang dapat
mengganggu keamanan dan ketertiban dan atau untuk kepentingan
pribadi

6) Menyimpan, memiliki dan menggunakan handphone, I-Pod, kamera

dan sejenisnya

134 Arif Dwi Rusdiana, SH, MH (Kasubsi Penilaian LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar),
Wawancara: 27 Januari 2017
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7) Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki dan
memperdagangkan Narkotika
8) Melakukan praktek homoseksual
9) Membuat kegaduhan, penganiayaan, kericuhan dan melakukan
pemerasan
10) Membuat dan menghilangkan tatto
11) Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Selain larangan-larangan di atas, Anak Binaan dan Anak Didik
Pemasyarakatan lainnya juga harus mematuhi peraturan yang dibuat sendiri
oleh Anak Binaan Pemasyarakatan beserta sanksinya di dalam LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Pembuatan larangan-larangan beserta
sanksinya ini dilakukan oleh perwakilan Anak Binaan Pemasyarakatan dan
diajukan ke Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk disetujui.
Diberikannya kewajiban untu tidak melanggar larangan serta menentukan
sendiri jenis sanksinya dimaksudkan agar Anak Binaan dan Anak Didik
Pemasyarakatan lainnya dapat bertanggung jawab akan perbuatannya dan
berani menanggung resiko atas perbuatannya tersebut.
Sangsi yang diberikan kepada Anak Binaan maupun Anak Binaan
Pemasyarakatan lainnya yang melanggar tata tertib adalah:**®
a) Hukuman ringan
Kepada Anak Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata

tertib atau pelanggaran disiplin ringan maka akan diberikan hukuman

5Arif Dwi Rusdiana, SH, MH (Kasubsi Penilaian LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar),
Wawancara: 27 Januari 2017
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berupa kewajiban kerja sosial atau kebersihan dalam jangka waktu
tertentu. Contoh bentuk pelanggaran ringan antara lain: Tidak mengikuti
apel lapangan, Tidak sholat wajib lima waktu di Masjid, Bolos sekolah,

bolos kegiatan dan Tidak mengikuti senam pagi tanpa alasan

b) Hukuman sedang

Terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran
tata tertib atau pelanggaran disiplin sedang maka akan diberikan
hukuman berupa pengasingan/ isolasi/ tutupan sunyi paling lama 6
(enam) hari dan diperpanjang apabila diperlukan. Contoh bentuk
pelanggaran sedang antara lain: Menindik telinga atau lidah, Berkelahi,
Mencuri, Memeras orang lain dan Menyimpan barang-barang berbahaya
atau senjata tajam
Hukuman berat
Bentuk hukuman atas pelanggaran tata tertib atau pelanggaran disiplin
berat adalah dengan meniadakan hak-hak tertentu bagi Anak Binaan
Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya tidak
diusulkan untuk mendapatkan remisi, atau Cuti Menjelang Bebas (CMB),
Cuti Bersyarat (CB), atau Pembebasan Bersyarat (PB), atau tidak boleh
mendapat kunjungan dari keluarga dan sebagainya. Contoh bentuk
pelanggaran berat antara lain: Menyimpan Handphone, Memasukkan
obat-obatan terlarang, Berbuat asusila dan sodomi, Melukai oranglain,
Mabok dan Berjudi

Namun apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Anak Binaan

ataupun Anak Binaan Pemasyarakatan lainnya termasuk pelanggaran
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terhadap hukum Binaan, maka pelaku pelanggaran tersebut akan di
proses lebih lanjut kepada pihak yang berwajib. Contoh pelanggran
terhadap Hukum  Pidanaadalah ~ pembunuhan,  penganiayaan,
penyalahgunaan narotika dan lain-lain.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk
melaksanakan  pembinaan Anak Binaan dan Anak Didik
Pemasyarakatan.’®* Proses pembinaan di dalam LAPAS dilakukan
dengan menggunakan sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.
Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas
serta tata cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakat berdasarkan
pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina
dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas. Warga binaan
pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidanasehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung
jawab.™*’

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatan kualitas
ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan
perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Anak Binaan dan
Anak Didik Pemasyarakatan.’*® Pembinaan yang dilaukan oleh LAPAS

Khusus Anak Kelas 1 Blitar dilakukan pada dasarnya merupakan suatu

136 pasal 3 Angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

137 pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaraatan

138 pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
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pelaksanaan Reformation atau Rehabilitation terhadap Anak Binaan.
Teori rehabilitasi dilatar belakangi pandangan bahwa penyebab kejahatan
dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik
dalam pandangan psikiatri atau psikologi. Oleh karena itu anak yang
telah melakukan pelanggaran terhadap hukum harus dilakukan suatu
pembinaan baik dalam hal bertingkah laku maupun perkembangan
kejiwaan anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang
lebih baik dari sebelumnya.

Pemidanaan dianggap sebagai proses terapi atas penyakit yang
ada, rehabilitasi memandang seorang pelaku tindak pidanamerupakan
orang yang perlu ditolong. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap Anak
Binaan ini dapat kita temui dalam berbagai kegiatan yang diikuti oleh
Anak Binaan di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar seperti:
Pendidikan, Ketrampilan/pelatihan kerja, Kerohanian, Olahraga dan
Kesenian

Selama proses dilaksanakan rehabilitasi terhadap Anak Binaan,
mereka tetap mendapatkan hak-haknya sehingga meskipun mereka di
dalam LAPAS masih bisa menjalankan aktifitasnya sebagaimana anak-
anak yang lain. Hak-hak yang diberikan kepada Anak Binaan di dalam
LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar adalah:**®
a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

c) Mendapat pendidikan dan pengajaran

139 yamini, (Bidang Kerohanian dan Pembinaan Agama Islam) Wawancara: 27 Januari 2017
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d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e) Menyampaikan keluhan
f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya
yang tidak dilarang
g) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu
lainnya
h) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
i) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga
j) Mendapatkan kebebasan bersyarat
k) Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
I) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Disamping melakukan reformasi atau rehabilitasi terhadap Anak
Binaan, tujuan pembinaan terhadap Anak Binaan adalah untuk menyiapkan
mereka kembali terhadap Anak Binaan adalah untuk menyiapan mereka
kembali ke dalam masyarakat atau Resosialisasi. Anak Binaan selama
menjalani masa pidananya di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar,
tetap berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga dan orang-orang tertentu
lainnya, selain itu mereka juga dapat dilibatkan dalam kegiatan di luar
LAPAS seperti mengadakan pementasan seni atau pemeran lukisan. Jadi
meskipun mereka berada di dalam LAPAS bukan berarti kehidupan

sosialnya terputus begitu saja.
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Kegiatan lain yang bertujuan me-resosialisasi anak adalah bagi anak
binaan yang telah memenuhi syarat juga berhak Cuti Menjelang Bebas
(CMB), Cuti Bersyarat (CB), atau Pembebasan Bersyarat (PB). Dengan
demikian meskipun anak binaan harus menjalani kehidupan di dalam
LAPAS Anak Blitar tetapi masih tetap dapat berkomunikasi dengan
masyarakat. Karena apabila anak dipisahkan dari kehidupan sosial dan tidak
dapat berkomunikasi tidak akan membuat anak menjadi lebih baik tapi akan
menghancurkan anak tersebut sehingga tujuan pemidanaan tidak akan

tercapai.

3. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan di Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar
Secara umum pelaksanaan pembinaan Anak Binaan di LAPAS

Khusus Anak Kelas 1 Blitar yang lebih menekankan masalah pendidikan dan
ketrampilan. Dapat dikatakan sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya
pembinaan tersebut bukan tidak menemukan kendala atau hambatan.
Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan bagi Anak
Binaan di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar diantaranya adalah jumlah
petugas LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar, pendidikan formal bagi Anak
Binaan Pemasyarakatan tingkat Sekolah Menengah Atas, dan juga tidaknya ada
dokter dan Psiokolog di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

Berbicara hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pembinaan Anak
Binaan di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar, dapat penulis
kemukakan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)
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LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar memiliki pegawai sebanyak 56 (lima
puluh enam orang) yang terdiri dari petugas keamanan, tata usaha, petugas
kesehatan, dokter, guru, petugas pelatihan kerja dan pengawas. Jumlah
pegawai dari setiap urusan atau bidang di LAPAS Khusus Anak Kelas 1

Blitar tidak cukup untuk menangani sejumlah Anak Binaan yang ada di

dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Tenaga-tenaga yang kurang di

dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar diantaranya adalah:

1) Dokter umum, di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar tidak
terdapat dokter umum yang setiap saat ada apabila dibutuhkan ketika ada
penghuni LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar yang sakit. Tentu saja hal
ini akan menghambat pemberian fasilitas kesehatan bagi Anak Binaan
Pemasyarakatan.

2) Psikolog, dalam rangka membantu perkembangan kejiwaan terhadap
Anak Binaan Pemasyarakatan sangat diperlukan seorang Psikolog untuk
membantunya, namun di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar
terdapat tenaga psikolog untuk membantu perembangan jiwa Anak
Binaan Pemasyarakatan yang bermasalah.

3) Anggota pengamanan, bahwa di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1
Blitar hanya terdapat 4 orang tenaga pengamanan dengan jumlah Anak
Binaan Pemasyarakatan sebanyak 145 anak. Sementara jumlah ideal

tenaga keamanan menurut Kepala KPLP vyaitu Sugeng Budianto,
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S.S0s.1%? adalah 1:12 sehingga jumlah tenaga pengamanan yang tersedia
di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar masih sangat kurang.

4) Guru SMU, untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar tingkat Sekolah
Menengah Atas di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar hanya
tersedia 6 orang guru yang diantaranya adalah 2 orang guru honorer
untuk menangani siswa kelas X, XI dan XII, dengan demikian jumlah
guru yang dibutuhkan masih kurang untuk memperlancar proses kegiatan
belajar mengajar tingkat Sekolah Menengah Atas bagi Anak Binaan
Pemasyarakatan.

b. Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam mempermudah proses
pembinaan terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan di dalam LAPAS

Khusus Anak Kelas 1 Blitar, namun dalam pelaksanaan masih terdapat

hambatan. Hambatan atau kendala sarana prasarana di dalam LAPAS

Khusus Anak Kelas 1 Blitar antara lain:

1) Pendidikan Formal Menengah Atas (SLTA)

Kebutuhan pendidikan formal sangat diperlukan bagi anak-anak
termasuk bagi Anak Binaan Pemasyarakatan. Pendidikan formal yang
terdapat di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar adalah pendidikan
tingkat Sekolah Dasar dan pendidikan tingkat Sekolah Menengah

Tingkat Pertama, sedangkan pendidikan formal tingkat Sekolah

140 sygeng Budianto,S.Sos., (Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar),
Wawancara, (Blitar: 27 Januari 2017)
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Menengah Tingkat Atas (SLTA) belum tersedia di dalam LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar, hal ini disebabkan karena:
a) Jumlah guru yang tersedia masih kurang
b) Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar
tingkat SLTA belum tersedia secara lengkap, seperti: perpustakaan,
kegiatan extrakurikuler, laboratorium dan lain-lain.
2) Kultur

Salah satu hambatan yang paling mendasar bagi pembinaan
keagamaan pada anak Binaan di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1
Blitar adalah faktor internal dari anak itu sendiri, yaitu tipisnya motifasi
dan orientasi dalam mengikuti kegiatan pembinaan.

Bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan pembinaan Anak binaan
di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar, perlu peran serta pihak
lain untuk mewujudkannya. Pihak lain yang terkait dalam rangka
mewujudkan tujuan pembinaan tersebut adalah masyarakat.

Tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat masih memberikan
stigma buruk terhadap anak binaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan
oleh mantan Anak Binaan LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar,*** yang
mengatakan bahwa meskipun mereka sudah bebas dari LAPAS Khusus
Anak Kelas 1 Blitar, sebagian dari masyarakat masih ada yang menjaga
jarak dalam pergaulan dengan mereka padahal selama di dalam LAPAS

Khusus Anak Kelas 1 Blitar mereka telah mendapatkan pembinaan yang

141 \Wawancara penulis dengan Dani Irawan, mantan anak binaan
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baik melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, ketrampilan dan
kegiatan lainnya.

Apabila stigma buruk dari masyarakat masih melekat kepada
Anak Binaan yang telah mendapatan kebebasan maka pembinaan yang
dilakukan terhadap anak selamat di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1
Blitar menjadi sia-sia dan bukan tidak mungkin mereka akan mengulangi

perbuatan yaitu melakukan pelanggaran terhadap hukum.

B. Analisa Data
1. Metode Penerapan Intervensi Pendidikan Agama Islam Dalam
Membentuk Kesadaran Keagamaan pada Anak Binaan

Dalam bahasa Arab kata metode diuangkapkan dalam berbagai kata.
Terkadang diungkapkan dengan kata ath-tharigah, manhaj, dan al-washilatu.
Tharigah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan washilah berti perantara atau
mediator.*? Oleh karena itu, yang dimaksud dengan metodologi pendidikan
Islam adalah cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian
pendidikan agama Islam.*?

Adapun metode-metode untuk menerapkan intervensi pendidikan
diantaranya dengan metode mawidhoh, lisanul hal, pembiasaan, kisah, tabshir
wa tandhir, dan tsawab wa’ igab.

Dalam Q.S. An-Nahl ayat 125 dijelaskan bahwa salah satu metode

untuk menerapkan pendidikan adalah dengan metode mawidhah yakni suatu

142 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2005), 114
“SArief  Armai, Pengantar llmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat
press,2002),41
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cara yang ditempuh oleh pendidik untuk mempengaruhi peserta didik dengan
menggunakan uraian yang menyentuh hati.

Metode mawidhah atau ceramah merupakan metode yang paling tua
umurnya, karena metode ini dipraktekkan oleh para pendidik sejak zaman
yunani kuno, bahkan nabi-nabi terdahulu telah menerapkan metode ini***.

Kelebihan metode ini diantaranya dapat menampung kelas besar, tiap
siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan dan karenanya
biaya yang diperlukan menjadi relatif lebih murah, guru dapat memberi
tekanan terhadap hal-hal yang penting hingga waktu dan energi dapat
digunakan sebaik mungkin, kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan
alat bantu pelajaran, tidak menghambat terlaksananya pelajaran dengan
ceramah.

Sedangkan keurangan metode ini antara lain adalah pelajaran berjalan
membosankan dan siswa-siswa menjadi pasif, karena tidak berkesempatan
untuk menemukan sendiri oleh konsep yang diajarkan. Siswa hanya aktif
membuat catatan saja, kepadatan konsep-konsep yang bdiberikan dapat
berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan, pengetahuan
yang diperoleh melalui ceramah lebih cepat terlupakan

Kedua, metode lisanul hal, yakni suatu bentuk metode pengajaran
dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, sebagaimana
Allah menetapkan Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan bagi umatnya.

Secara terminologi kata keteladanan berasal dari kata teladan yang

artinya perbuatan yang patut ditiru atau dicontoh.** Dalam hal ini tentu yang

144 Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama (Bulan Bintang) 166
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dimaksudkan adalah memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik
di dalam ucapan maupun perbuatan. Pada usia dini anak suka meniru apa yang
dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Hal-hal yang dilakukan orang tua
atau guru baik yang disadari atau tidak akan ditiru dan diikuti oleh anak. Oleh
karena itu, keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang paling
berpengaruh dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual dan
etos sosial anak.

Kelebihan metode keteladanan adalah metode akan memberikan
kemudahan kepada da’i (yang mengajak) dalam melakukan evaluasi terhadap
hasil dari dakwah yang dijalankannya, metode keteladanan akan memudahkan
mad’'u (yang diajak) dalam mempraktikkan dan mengimplementasikan ilmu
yang dipelajarinya selama proses dakwah berlangsung, metode keteladanan
dapat menciptakan hubungan harmonis antara da’i (yang mengajak) dengan
mad v (yang diajak), dengan metode keteladanan tujuan da i (yang mengajak)
yang ingin dicapai menjadi lebih terarah dan tercapai dengan baik. Dengan
metode keteladanan da’i (yang mengajak) secara tidak langsung dapat
mengimplementasikan ilmu yang diajarkannya. Metode keteladanan juga
mendorong da’i (yang mengajak) untuk senantiasa berbuat baik karena
menyadari dirinya akan dicontoh oleh mad 'u nya.**

Sedangkan kekurangan metode keteladanan antara lain: Jika dalam
dakwah figur yang diteladani tidak baik, maka mad u (yang diajak) cenderung

mengikuti hal-hal yang tidak baik tersebut pula, jika dalam proses dakwah

%5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995) 129
146 Abdul Kadir Munsy, Metode Diskusi Dalam Dakwah (Surabaya: Al-lkhlas, 1981), 144
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hanya memberikan teori tanpa diikuti dengan implementasi maka tujuan yang
akan dicapai akan sulit terarahkan*’.

Ketiga, metode pembiasaan yakni suatu metode pendidikan yang
difokuskan pada aspek latihan pengalaman. Latihan tersebut bukan merupakan
simulasi, melainkan tujuan langsung membiasakan melakukan sesuatu,
sehingga dengan ini peserta didik dapat dikondisikan dalam pembentukan
solidaritas pada diri mereka. Dalam hal ini misalnya diterapkannya pembiasaan
kepedulian sosial yang ditekankan pada siswa dalam hal saling membantu dan
tolong menolong dalam kebaikan seperti meminjami teman yang lupa
membawa alat tulis, menjenguk teman yang sakit serta takziyah ke keluarga
teman yang meninggal, dan infak rutin yang dilaksanakan seluruh siswa setiap
hari jumat yang dapat meningkatkan solidaritas mereka.

Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan
pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik
adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Seorang anak yang
terbiasa mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam lebih dapat diharapkan dalam
kehidupannya nanti akan menjadi seorang muslim yang saleh.**®

Dalam Islam, diajarkan tiga hal penting yang harus diperhatikan
dalam melaksanakan metode pembiasaan dalam rangka pembenahan kepada
siswa, yaitu:

a. Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar pembenahan terhadap siswa

b. Menjaga tabiat siswa yang salah dalam menggunakan hukuman

7 Ibid, 145
148 Edi Suradi, pedagogik, (Bandung: Angkasa) 33
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c. Dalam upaya pembenahan sebaiknya dilakukan secara bertahap.**

Sebagai suatu metode, pembiasaan juga memiliki kelebihan dan
kelemahan. Adapun kelebihan metode pembiasaan antara lain adalah dapat
menghemat tenaga dan waktu dengan baik, pembiasaan tidak hanya berkaitan
dengan aspek lahiriyah tetapi juga batiniyah, dan pembiasaan dalam sejarah
tercatat sebagai metode yang paling berhasil dalam pembentukan kepribadian
anak didik.

Sedangkan kelemahan metode pembiasaan antara lain adalah
membutuhkan tenaga pendidik yang benar-benar dapat dijadikan contoh serta
teladan bagi anak didik, membutuhkan tenaga pendidik yang dapat
mengaplikasikan antara teori pembiasaan dengan kenyataan atau praktek nilai-
nilai yang disampaikan.*>

Keempat, Metode kisah merupakan salah satu metode pendidikan
yang memiliki dampak edukatif yang sulit digantikan oleh bentuk-bentuk
bahasa lainnya. Pada dasarnya, kisah-kisah Al-Qur’an dan Nabawi
membiasakan dampak psikologis dan edukatif yang baik, konstan dan
cenderung mendalam.™*

Dalam pendidikan Islam pelaksanaan metode kisah tidak terlepas dari
pertimbangan-pertimbangan tingkat perkembangan anak. Pelajaran yang
disampaikan kepada anak hendaknya menyesuaikan kemampuan anak, sebab
hal ini menjadi bahan pertimbangan apakah anak dapat menangkap apa yang

akan diceritakan atau tidak. Bila anak dapat menangkap apa yang disampaikan,

49 Abdul Malik, Tata Cara Merawat Balita Bagi Ummahat, (Yogyakarta: Gara llmu, 2009), 75
%0 Hery Noer Aly, llmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 189

151 An-Nahlawi, Abdurrahman, Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah dan Masyarakat. Jakarta:
Gema Isnani Press. 1995), 239
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maka materi yang disampaikan telah sesuai dengan tingkat perkembangan
anak.

Untuk menerapkan metode ini, diharapkan pendidik mengetahui tingkat
perkembangan anak, yang dalam hal ini dapat diketahui melalui dari tingkat
usia atau kemampuan anak. Dalam Psikologi pendidikan dijelaskan tentang
tingkat perkembangan dan beberapa bobot materi yang akan disampaikan,
khususnya berkaitan dengan materi pendidikan agama.

Metode kisah atau cerita sangat efektif dalam pencapaian tujuan
pendidikan Islam sebab dalam cerita memberikan kisah pelajaran kepada anak
didik untuk senantiasa berfikir mengekspresikan sikap, serta terampil
berperilaku sesuai dengan kandungan yang diharapkan oleh isi cerita atau
kisah. Tujuan metode kisah pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik,
yang perwujudannya sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh
Rasulullah yang diantaranya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah dan
masalah muamalah.

Manfaat metode kisah diantaranya adalah dapat mengkomunikasikan
nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai keagamaan, menanamkan etos
kerja, etos waktu, etos alam, membantu mengembangkan fantasi anak,
membantu mengembangkan dimensi kognitif anak, dan membantu
mengembangkan dimensi bahasa anak.

Kelima, tabshir dan tandhir yakni suatu metode untuk meyakinkan
seseorang terhadap kebenaran disertai dorongan untuk melakukan amal saleh.

Harapan serta janji yang menyenangkan yang diberikan terhadap anak didik.

152 Ali Syawakh Ishaq, Metodologi Pendidikan Al-Qur’an dan Sunnah, Terj. Asmu’i Saliha
Zakhsyari, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1995), 125
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Tentunya dorongan tersebut bersifat persuasif sehingga orang yang diajak
merasa dengan senang hati untuk melakukannya. Sedangkan metode tandhir
adalah suatu metode yang menggunakan pendekatan pemberian ancaman
kepada mereka yang melakukan kejahatan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tabsyir adalah ungkapan yang
mengandung kabar gembira kepada orang yang melakukan kebaikan,
sedangkan tandzir adalah ungkapan yang mengandung unsur peringatan
kepada orang yang melakukan kesalahan.

Dan keenam. Metode tsawab dan ‘igab. Dalam hal ini dapat dilakukan
dengan memberikan hadiah terhadap perilaku baik dan hukuman terhadap
perilaku buruk. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa
ganjaran adalah hadiah (sebagai pembalas jasa) dan hukuman balasan.!*®
Seiring dengan hal ini, maka yang dimaksud dengan kata tsawab dalam
kaitannya dengan pendidikan islam adalah pemberian ganjaran yang baik
terhadap perilaku baik dari anak didik.

Sebagaimana pendekatan-pendekatan pendidikan lainnya, pendekatan
ganjaran juga tidak bisa terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Pendekatan
ganjaran memiliki banyak kelebihan yang secara umum dapat disebutkan
sebagai berikut: Memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak
didik untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersifat progresif. Dapat
menjadi pendorong bagi anak-anak didik lainnya untuk mengikuti anak yang

telah memperoleh pujian dari gurunya, baik dalam tingkah laku, sopan santun

153 Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995). 47
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ataupun semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih baik. Proses ini
sangat besar kontribusinya dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan.

Di samping mempunyai kelebihan, pendekatan ganjaran juga
memiliki kelemahan antara lain: Dapat menimbulkan dampak negatif apabila
guru melakukannya secara berlebihan, karena bisa mengakibatkan peserta
didik menjadi merasa biasa dengan hadiah yang diberikannya karena terlalu
sering atau dia akan merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari teman-temannya.
Praktek-praktek lain yang akan membawa akibat negatif juga dianggap tidak
baik. Oleh karena itu, para pendidik diharapkan dapat menerapkan sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan dengan menghindari dampak negatifnya.

Sedangkan ‘igab atau hukuman dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan dengan: Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada
orang-orang yang melanggar undang-undang, keputusan yang dijatuhkan oleh
hakim."*

Dalam bahasa Arab hukuman diistilahkan dengan ‘/qab, atau Jaza'.

Kata ‘igab bisa juga berarti balasan. Al-Qur’an sebanyakk 26 kali. Dalam
hubungannya dengan dengan pendidikan Islam, ‘Iqab berarti alat pendidikan
preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan, imbalan dari perbuatan
yang tidak baik'*®.
Istilah igab sedikit berbeda dengan tarhib, dimana ‘igab telah berbentuk

aktivitas dalam memberikan hukuman. Sementara tarhib adalah berupa

54 Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995)
155 Abdul Rozak Naufal, Al-I’jaz Al-Adady, (Dar al-Kitab al’ Araby, 1987), 37



124

ancaman pada anak didik bila ia melakukan suatu tindakan yang menyalahi
aturan.

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan dalam pemberian hukuman yaitu
dengan menerapkan hukuman sebagai jalan terakhir yang dilakukan secara
terbatas dan tidak menyakiti anak didik. Tujuan utama dari pendekatan ini
adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang ia
lakukan dengan cara teguran langsung, melalui sindiran, melalui celaan, dan
melalui pukulan yang mendidik, penuh kasih sayang dan tidak membahayakan.

Pendekatan hukuman ini dinilai memiliki kelebihan apabila dijalankan
dengan benar. Hukuman akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap
kesalahan murid, murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, merasakan
akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya.

Sementara kekurangannya adalah apabila hukuman yang diberikan
tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan seperti membangkitkan
suasana rusuh, takut dan kurang percaya diri, murid akan selalu merasa sempit
hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan dia suka berdusta (karena takut
di hukum) mengurangi keberanian anak untuk bertindak.

Metode sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, pada penerapannya
akan saling bersinergi dimana ketika pendidik menerapkan pada tahapan
knowing the good, maka metode mauidhoh dan metode kisah. Sedang pada saat
pendidik mengajak peserta didik untuk loving the good maka pendekatan yang
digunakan yang efektif adalah metode keteladanan serta metode tabshir dan

tandhir. Dan di saat peserta didik telah mencapai pada tahapan acting the good,
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maka pendekatan yang digunakan adalah dengan metode pembiasaan agar
kelak menjadi suatu karakter yang diharapkan.

Masing masing metode seperti tersebut di atas memiliki kesesuaian dan
intensitas masing-masing dalam mengantarkan kesadaran keagamaan Anak
Binaan di LAPAS khusus anak Blitar melihat kondisi dan situasinya.

Menurut penulis dari enam metode tersebut diatas yang paling sesuai
guna mengantarkan kesadaran keagamaan Anak Binaan adalah bahwa
pendidikan agama Islam yang disampaikan pada mereka harus lebih
ditekankan pada metode pembiasaan, tabshir dan tandhir dan tsawab wal
‘Iqab. Ketiga metode tersebut lebih menekankan aspek psikologis anak dan
mengantarkan terbentuknya karakter serta kepribadian anak yang didasarkan
pada terbentuknya kesadaran keagamaan anak. Dari terbentuknya kematangan
kesadaran keagamaan anak inilah mendarasari semua kehidupan yang mereka

jalani dan mencerminkan keteraturan dalam kehidupan sehari hari mereka.

. Upaya-upaya yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus
Anak Kelas 1 Blitar Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Pelaksanaan
Pembinaan Terhadap Anak Binaan
Dari paparan tulisan di atas terdapat beberapa poin mendasar,
penulis dapat menarasikan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan di LAPAS
Khusus Anak Kelas 1 Blitar terdapat jarak idialitas dengan realitas yang ada:
a. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa dalam pelaksanaan pembinaan
terhadap Anak Binaan di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar

ditemui beberapa hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan
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pembinaan terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan pada umumnya. Agar

pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lancar, pihak LAPAS Khusus Anak

Kelas 1  Blitar  melakukan  upaya-upaya  sebagi berikut:

Dengan kurangnya pegawai di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar,

pihak LAPAS mengoptimalkan pegawai yang ada untuk melakukan

pembinaan terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan lainnya, karena apabila
menunggu penambahan pegawai akan memerlukan waktu yang cukup lama
sehingga dapat menghambat jalannya pembinaan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya
pegawai di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar adalah:

1) Di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar tidak ada Dokter Umum,
untuk mengatasi ketiadaan Dokter Umum pihak LAPAS Khusus Anak
Kelas 1 Blitar mendatangkan Dokter Umum dari luar yang setiap saat
bisa dipanggil apabila diperlukan. Dokter Umum tersebut adalah Dokter
Umum yang berpraktek atau berdinas disekitar wilayah Blitar sehingga
apabila dibutuhkan untuk keadaan darurat bisa didatangkan secara cepat.

2) Untuk mengatasi perkembangan jiwa Anak Binaan yang bermasalah di
dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar diperlukan seorang Psikolog
untuk menanganinya, karena di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1
Blitar Psikolog maka pihak LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar
mendatangkan Psikolog dari luar atau bekerjasama dengan dinas
kesehatan terkait untuk mengatasi perkembangan jiwa anak yang

bermasalah.
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3) Petugas keamanan yang tersedia di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar
berjumlah 4 (empat) orang, padahal idealnya 12 (dua belas) anak dijaga
oleh 1 (satu) orang petugas keamanan, karena keterbatasan jumlah tenaga
keamanan maka pihak LAPAS mengoptimalkan jumlah tenaga keamanan
yang ada dengan dibantu pegawai dibidang lainnya sehingga keamanan
dan kenyamanan penghuni LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar dapat
terjaga.

b. Sarana dan Prasarana yang ada di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar
secara umum sudah lengkap, namun demikian masih terdapat beberapa
hambatan dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana yaitu masalah tidak
tersedianya pendidikan formal bagi Anak Binaan pada tingkat Sekolah
Menengah Tingkat Atas, upaya-upaya yang dilakukan LAPAS Khusus
Anak Kelas 1 Blitar untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan dengan
cara

Di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar tidak tersedia
pendidikan formal tingkat Sekolah Menengah Atas bagi Anak Binaan
maupun Anak Binaan Pemasyarakatan lainnya, karena pentingnya
pendidikan bagi anak-anak maka pihak LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar
mengupayakan hal tersebut dengan cara bekerjasama dengan Pusat Kegiatan

Belajar Mengajar (PKBM) melalui kegiatan Kejar Paket C. Hal ini sangat

membantu Anak Binaan Pemasyarakatan yang ingin melanjutkan

pendidikan ke jenjang berikutnya sehingga pendidikannya tidak terhambat.

c. Dalam rangka menghapus stigma buruk masyarakat terhadap Anak Binaan

Pemasyarakatan, pihak LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar berupaya untuk
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mensosialisasikannya dengan cara mengikutsertakan Anak Binaan
Pemasyarakatn dalam kegiatan-kegiatan di luar LAPAS seperti menghadiri
undangan-undangan resmi untuk melakukan pentas seni dan lain
sebagainya. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menerima
kunjungan-kunjungan dari berbagai cerita kepada masyarakat lainnya bahwa
Anak Binaan adalah bagian dari masyarakat yang sedang dilakukan
pembinaan dan bimbingan sehingga apabila mereka bebas nanti dapat
kembali diterima di masyarakat tanpa mendapatkan stigma buruk.

Dari uraian poin 1, 2 dan 3 tersebut di atas tentunya memerlukan
konsentrasi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara langsung
perlu ditegaskan kembali konsep Anak Binaan, baik ketika masih menjalani
dan terlebih setelah keluar LAPAS, agar anak tetap di pandang sebagai
masyarakat yang sehat dan tetap mempunyai potensi dan masa depan

sebagaimana pada umumnya.



